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1. Visi dan Misi 
Universitas  

Visi: 

“Menjadi Universitas Unggul di Bidang Sociopreneur di 

Tingkat Nasional yang Berwawasan Internasional pada 

Tahun 2029” 

Misi: 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan 

pengabdian masyarakat 

2. Menerapkan sistem pembelajaran yang berorientasi pada 

Sociopreneur, sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta memenuhi tuntutan 

pengguna. 

3. Melakukan kerja sama dengan lembaga di dalam maupun 

di luar negeri baik lembaga penelitian, pendidikan dan 

pengabdian masyarakat serta kalangan pemerintah 

maupun swasta, industri dan masyarakat luas. 

Tujuan: 

1. Menghasilkan lulusan inovatif dan memiliki keunggulan 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta 

mempunyai kemampuan sociopreneur sebagai 

perwujudan dari cita-cita “Angudi Mulyaning Bangsa”. 

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni 

karya inovatif yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa. 

3. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat untuk 

kemakmuran bangsa. 

2.Rasional 1. Suatu cara yang akan menjadikan pimpinan itu kuat dan 

visioner, sehingga sistem pengelolaan dan penjaminan 

mutu berjalan secara efektif.  

2. Fokus dari tata pamong sendiri adalah bagaimana 

kebijakan dan strategi mampu disusun dan diterapkan 

sehingga memungkinkan terwujudnya pengelolaan 

perguruan tinggi yang baik. 

3. Subyek/Pihak yang 
Bertanggung jawab 
untuk Mencapai/ 
Memenuhi Isi 
Standar 

1. Rektor  

2. Wakil Rektor 

3.  Dekan  

4. Wakil Dekan  
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5. UPMF 

6. TPMPS 

7. Ketua Program Studi  

8. Dosen Pembimbing  Akademik (PA) 

9. Mahasiswa 

4. Definisi Istilah 
Tata Pamong merupakan sistem yang berperan 

dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam 

pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan 

keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik di 

tingkat program studi, jurusan, fakultas dan universitas. 

5. Pernyataan Isi 
Standar 

1. Universitas harus menerapkan sistem pengelolaan 

pendidikan tinggi yang berorientasi pada prinsip 

pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku di Indonesia selama 

menjalankan fungsinya dan sejalan dengan keinginan dan 

cita-cita Yayasan. 

2. Rektor harus membentuk sistem administrasi pengelolaan 

pendidikan tinggi berasaskan prinsip efektifitas, efisiensi 

dan produktifitas dalam upaya mewujudkan visi, 

melaksanakan misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan 

fakta integritas universitas  

3. Universitas harus memastikan tata pamong dijalankan 

dengan baik dimulai dari sistem pengelolaan fungsional 

yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, 

monitoring dan evaluasi yang diperuntukkan bagi sumber 

daya pendidikan tinggi agar tercapai penyelenggaraan tri 

darma perguruan tinggi.  

6. Strategi 
1. Menjalankankan fungsi manajemen yaitu, planning,  

organizing, staffing, leading, dan controlling.  

2. Menjalankan tatakelola perguruan tinggi secara: a. 

Instruktif, yaitu membuat keputusan yang kemudian 

didelegasikan kepada bawahan; b.Koordinatif, yaitu 

keputusan dibuat berdasarkan rapat   bersama;  

c.Otomatis, yaitu memberikan otoritas kepada bidang/unit 

untuk melakukan dan memutuskan atas pertimbangan 
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sendiri setelah melakukan analisa; d.Konsultatif, yaitu 

berkoordinasi dengan berbagai   bidang dan stakeholder;  

3. Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya 

misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi pencapaian 

sasaran yang digunakan, secara kredibel, transparan, 

akuntabel, bertanggung jawab, dan adil 

4. Penanggung jawab yang melaksanakan kebijakan umum, 

mempunyai wewenang menetapkan peraturan, norma, 

dan standar penyelenggaran tridarma.  

5. Tata pamong dijalankan dengan menciptakan budaya 

organisasi yang dilaksanakan dalam bentuk tegaknya 

aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, 

sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan 

prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, 

laboratorium, dan studio) yang diformulasikan oleh 

universitas, kemudian dilakukan sosialisasi, dilaksanakan 

oleh semua unsur internal,dievaluasi pelaksanaannya, 

dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas.  

6. Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, 

input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang 

efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat fakultas 

dan program studi. Mekanisme penjaminan mutu harus 

menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan 

peninjauan secara periodik untuk setiap kegiatan, dengan 

standar dan instrumen yang sahih dan handal. 

7. Indikator 
1 Terlaksananya fungsi Manajemen (planning, organizing, 

staffing, leading, controlling) di setiap unit kerja UMBY 

2 Tersedianya dokumen pedoman dan prosedur pelayanan 

kegiatan pendidikan tinggi di setiap unit kerja UMBY  

3 Tercapainya visi misi UMBY  

4 Tersedianya pedoman dan kebijakan terkait tata pamong  

5 Terlaksananya pengelolaan administrasi pendidikan   

tinggi di UMBY  

6 Terwujudnya budaya organisasi perguruan tinggi meliputi 

aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, 

sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan 
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prosedur pelayanan  

7 Tersedianya dokumen pedoman penjaminan mutu internal 

terkait tata pamong meliputi input, proses, dan output. 

8. Dokumen terkait 
1. BAN PT  Nomor 59 Tahun 2018 Tahun 2018. 

2. Statuta UMBY tahun 2018 

3. Renstra UMBY 2018 

4. Struktur Organisasi UMBY dan Tupoksinya 

5. Buku Kepegawaian UMBY Tahun 2018 

9. Referensi 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Dikti 

3. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Akreditasi 

Program Studi dan Perguruan Tinggi 

4. Lampiran Peraturan BAN-PT Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi, Nomor 59 Tahun 2018 Tentang LED, 

Pandun Penyususnan LKPT, Matriks Penilaian Dalam 

Instrumen Akreditasi PT.  

5. Statuta UMBY 

 


